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WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

* PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

'PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

: a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas

sl

pegawai dijajaran Pemerintah Kota khususnya pegawai yang bertugas
pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau perlu di berikan
uang kesejahteraan pegawai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Lubuklinggau;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara

B Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

11.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (lembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nowmor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang — Undang ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat adan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturean Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturean Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran.
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah kepada Masyarakal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
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. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pmerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741); A

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana telah
dinbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah;

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis ( Lembaran
Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
Kota Lubuklinggau;

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2008;
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22. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2008;

23. Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Nomor 19 Tanggal 20
Oktober 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan
Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Kota Lubuklinggau: ~

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2009.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

93]

Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintah olch Perperintah kepada D_aera.h
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Otonom Daerah selanjutnya adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan.
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7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat, hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah  adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dacrah dan membantu Kepala Daerah dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan dacrah.

9. Pemecgang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daecrah adalah Kepata Daerah yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan

daerah.

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan. penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan
daerah. .

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintsh Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
Perangkat Daerah Pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
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18.

19.

20.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran.

Uang Tunjangan Khusus adalah pemberian uang kepada pegawai Kantor Pelayanan
Perizinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pegawai dijajaran
Pemerintah Kota Lubuklinggau yang karena jasa dan tugasnya telah membetikan kontribusi
yang baik dalam pelaksanaan Visi, Misi Program serta kegiatan pemerintahan dan
pembangunan bigi Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu
jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

UANG TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 2

1) Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Kota
Lubuklinggau diberikan Tunjangan Khusus.

2) Uang Tunjangan Khusus sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan setiap bulan pada
Tahun Anggaran Tahun Anggaran berjalan yang besarnya disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

PPh Pasal 21 yang terhutang dipotong dari uang tunjangan khusus yang diterima oleh
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud
pasal 2.

Pasal 4

Uang Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
Satuan Kerja Perangkat Derah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban uang tunjangan khusus sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 akan diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau selaku Pengguna Anggaran dengan
mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB 111..&/([.1_




BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan terhitung sejak
tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
Lubuklinggau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 17 JANUARI 2009

WALIKOTA LUBUKIANGGAU,

// . RIDUAN EFFENDI a6

Diundangkan Di Lubuklinggau
Pada tanggal 17 JANUAR| 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

KISROPITAYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR 3
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